BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di UPT Pengujian

Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar, maka dapat disimpulkan

bahwa :

1. Berdasarkan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat yang
mengacu pada PERMENPAN-RB NOMOR 14 TAHUN 2017, maka
diperoleh angka indeks sebesar 79.12 yang berada dalam interval
76,61-88,30. Maka dapat dinyatakan Kinerja unit pelayanan UPT
Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar berada
dalam mutu pelayanan “B” dengan kategori “Baik”. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja pelayanan UPT Pengujian Kendaraan
Bermotor Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan termasuk
dalam kategori baik.

2. Berdasarkan 9 unsur pelayanan yang diteliti, terdapat 4 unsur
mendapat nilai “C" kategori Cukup, 4 unsur mendapat nilai baik “B"
dan 1 mendapat nilai sangat baik “A".

3. berikut unsur yang mendapat nilai kategori sangat baik “A” dan baik
“B":

a) Unsur Produk Spesifikasi Jenis (U5): “B”

b) Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2): “B”

C) Unsur Kompetensi pelaksana (U6): “B”

d) Unsur Perilaku Pelaksana (U7): “B”

e) Unsur Sarana dan Prasarana (U9): “A”

4. Berikut unsur yang mendapat nilai cukup “C":

a. Unsur persyaratan (U1)

b. Unsur Waktu penyelesaian (U3)
C. Unsur Biaya/Tarif (U4)
d

. Unsur Penanganan pengaduan, Saran Dan Masukan (U8)
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V.2 Saran

Berdasarkan hasil dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan
beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten
Karanganyar. Adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. Unsur persyaratan (Ul) memperbanyak pemberian informasi mengenai
persyaratan baik tertulis maupun lisan dan menambahkan informasi lewat
internet.

2. Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2) memperbanyak pemberian
informasi mengenai sistem, mekanisme, dan prosedur tertulis dan
perlunya ssialisasi ke pemohon uji atau perusahaan tentang sistem,
mekanisme, dan prosedur.

3. Unsur Waktu penyelesaian (U3)

a. Memperbaiki penataan antrian kendaraan agar tidak terjadi antrian

yang panjang

b. memberikan pengarahan jika terjadi masalah pada alat dalam

menghindari terjadinya antrian

4. Unsur Biaya/Tarif (U4) menjalin lebih banyak kerja sama dengan bank
lain agar mempermudah pembayaran tanpa ada biaya tambahan.

5. Unsur Penanganan pengaduan, Saran Dan Masukan (U8) memberikan
informasi mengenai pengelolaan Penanganan pengaduan, saran dan
masukan dan menugaskan petugas khusus untuk menangani pengaduan,
saran dan masukan.

6. Dengan masa pandemi sekarang ini perlu ditingkatkannya kewaspadaan
tentang kesehatan, dengan menggunakan APD dan lebih memperhatikan
protokol kesehatan yang berlaku, agar keselamatan staff dan penguji

terjamin.
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